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Pada BAB VIII Kepegawaian, Pasal 48, ayat (1) setelah kata
“keputusan” “ditambah” frasa “bidang kepegawaian”, sehingga
ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(1) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dan

Dewan Komisaris dilarang mengambil keputusan bidang
kepegawaian.

9. Pada BAB IX Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

* Pasal 50, ayat (1) setelah kata “kepada” ditambah kalimat
“Dewan Komisaris atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan”,
schingga ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir,
Direksi menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran
Tahunan Perseroda BPR Bapera kepada Dewan Komisaris
atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 50, ayat (2) setelah kata “Buku” dan kata “tidak” disisipi
frasa “Dewan komisaris atau RUPS”, sehingga ayat (2)
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku, Dewan
komisaris atau RUPS tidak memberikan pengesahan, maka

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perseroda BPR
Bapera dinyatakan berlaku.

Pasal 50, ayat (3) diantara kata “pengesahan” dan kata “RUPS”
disisipi kata “dari” selanjutnya diantara kata “setelah” dan kata
“Dewan” disisipi frasa “terlebih dahulu harus ditelaah”, sehingga
ayat (3) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(3) Setiap perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan
Perseroda BPR Bapera yang terjadi dalam Tahun Buku yang
bersangkutan harus mendapat pengesahan dari RUPS,
setelah terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.

10. Pada BAB XI Pembagian Laba.

Pasal 54, ayat (1) huruf b. frasa “sebesar 18 % ¢ diubah”
menjadi frasa “ sebesar 15%” dan huruf d. frasa “sebesar 10 %
~ diubah menjadi frasa “ sebesar 13%”, sehingga Pasal 54, ayat (1)

N

- hurufb. dan hurufd. selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
: ‘ -adangan umum sebesar 15 % (lima belas persen);
lana kesejahteraan sebesar 13 % (tiga belas persen);

LV Pembubaran, Pasal 59, ayat (3) dan ayat (4) kalimat
empurnakan menjadi sebagai berikut :

terjadi pembubaran Perseroda BPR Bapera,
ah yang menjadi hak daerah dikembalikan
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11.
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13.

14.

Pasal 82 ayat (2) diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 82

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan
kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 124 diubah sehingga selengkapnya berbunyi :
Pasal 124

Kedudukan Keuangan DPRD diatur dengan Peraturan Daerah
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undengan.

Pasal 126 ayat ( 3 ) diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 126

(3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk

membiayai pengeluaran kecuali SKPD yang menerapkan PPK
BLUD

Pasal 144 ayat (3) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :
Pasal 144

(3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah,
bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan
Peraturan Perundang — Undangan.

Diantara pasal 225 dan 226 disisipi 3 (tiga) pasal baru yang
selanjutnya disebut pasal 226, 227 dan 228, sehingga urutan pasal
berikutnya menyesuaikan. Selengkapnya pasal baru tersebut
berbunyi :

Pasal 226

(1) Kepala Sekolah Negeri menyampaikan Laporan Penggunaan
Dana BOS triwulan I dan triwulan II paling lambat tanggal 10
Juli. Sedangkan untuk triwulan III dan Triwulan IV paling
lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan kepada
Bendahara Pengeluarann Pembantu.

(2) Laporan Penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri bukti — bukti pengeluaran yang sah dan
lengkap.

i 3) Laporan Penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada

_ayat (1) disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran setelah
diverikfikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
endidikan.

Sekplah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
gungjawab atas penggunaan Dana BOS yang diterima
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27. Pasal 312 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 312

Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah mendasarkan pada
ketentuan peraturan perundang - undangan.

28. Bab XVI Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah dihapus

29. Pasal 314 diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 314

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2007 tentang Pokok - Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2017 Nomor 1 Seri E Nomor 1 ) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

30. Diantara pasal 314 dan 315 disisipi pasal baru yang selanjutnya
disebut pasal 315. Urutan pasal selanjutnya menyesuaikan.
' Sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 315

Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan dari peraturan
daerah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak
diundangkannya peraturan daerah ini.

[II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Konsideran  Menimbang “ untuk disempurnakan sebagai berikut :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Uaerah

dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk

® Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik
: Daerabh;

9. Dalam ketentuan konsideran “ Mengingat “, di antara angka 8 dan
angka 9 disisipi satu angka yang menjadi angka 9 baru, dan
urutan angka selanjutnya menyesuaikan. Sehingga angka 9 baru
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

>ada BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1, di antara angka 10 dan

ka 11 disisipi satu angka yang menjadi angka 11 baru, dan
angka selanjutnya menyesuaikan. Sehingga angka 11 baru
pnya berbunyi sebagai berikut:
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